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DEWG.4N RAHMAT 'I'UHAN YANCr MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

0 
!denimbang: bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan 

dolconsentrasi don tugas pcmbantuan sobagaimana dimaksud 
dalani Rasal 20 ayat t2) Uadang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pssal 99, dan Pasal 
108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Fcrimbangan Keuazgan Antara Pemerintah Pusat dan 
Ptmcrintahan Daerah, perlu menetapkan Poraturan Pemerintah 
tentang Dekons5ntrasi dari Tugas Pembantuan; 

Mengingat : 1. Pasd S ayat (2) JJndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tabun 1945; 

2, Undang-Undang Ngmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomar 47, Tambahm Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

0 
3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nolnor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor' 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Rngelolaan dan Tangg~~ng Jawab Kcuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 66, 
Tmbahan Lembararr Negara ; Republik . , . .  ,. Indonesia Nornor 
4400); , .  

5. Undang-Undang , Nomar 25 Tahun ' 2004 tentang Sistenl 
~ e r e n c a n k  .Pcnlbartgunan Nasional ' .  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Thun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara'~epu9lilc . . ~ndonesik Nomor 442 1); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
~cierintahen Daerah (kmbaran Negara Rspublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Eernbaran Nagara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana , . , 

..... . 
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sebagaimana telah diubah dengan Undarig-Undang Nomor 8 
T&un 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pcrubahan atas 'Jndang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nonlor 4548); 

7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

MEMUTIJSKAN: 

Mcnetapkan : PERATViiAN PEMERINTAH TENTANG DEKONSENTRASI DAN 
TUGAS PEMBANTUAN, 

BAB I 
KEX'ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemcrintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

2. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut 
lcemcnterian, adalah lembaga pemerintah pdaksana 
kekuasann pernerintahan yang membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan. 

3. Lembaga addah organisasi non-kementerian negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 
mclaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

4. Pemctlntshan daerah adalah penyelenggaraan umsan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dtwan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi s.eluas- 
luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn 
Undmg-Undang Das= Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

5,  Pemerintah daera.h adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

7 .  Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, 
adalah kecatuan masyarakat hukum yang rnempunyai 
batas-batas wilayah, bemenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyrirakat seternpat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang inemiliki batas-batas wilayah yang 
benvanang untuk mangatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempnt yang diakui dan dihorrnati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indorresia. 

9.  Saturn Kerja Perangltat Daerah, yang selanjutnya 
disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada 
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelakranaan dckonsentrasi/tugag pcrngrintah~ di 
6 M ~ g  i;?iliit~ & di6raL prbvii-isi, kibupaten, atau 
kota. 

? 0. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wrwenang dari 
kmerintah kepada gubcrnur sebagai wakil Pemerintah 
dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 

11. Tugas Pembantuan ade.lah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/ntau desa, dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten, atau kota danlatau desa, serta dari 
pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 
melalcsanakan tugas tertcntu dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan, 

12. Anggaran Pendapatan d m  Belanja Negara, yang 
selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan . . . 



tahunan pemerintahan negara yang disetyjui oleh 
Dcwan Pcrwakilan Rakyat, dan ditctapkall dcngan 
undang-undang. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah d ~ e r a h  yang disetujui oleh Dewan 
Perrvakilan Rwat  Daerah, dan ditetapkan dengan 
pera t u r m  daerah. 

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana ymg berasal dari 
APBM yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pernerintah yang nlencakup semua penerimaan dan 
pengeluaran da!.am rangka pelaksanaan dekonsentrasi, 
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 
vertikal pusat di daerah. 

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dilaksanakan oleh dnerah dan desa yang 
mencakup semua pezerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksa-naan tugas pembantuan. 

16. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang 
beraval dari APBD Provinsi yang dildcsanakan oleh 
kahpaten,  atau kota dan desa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pcmbantuan dari Pemerintah Provinsi kepada 
Pemerintah Kabup~ten, atau Kota, dan/atau Desa. 

! 7. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana 
a yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh dcsa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalarn rangka pelaksanaan 
tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau 
Kota. kepada Desa, 

18. Rencana Kerja Pernerintah, yang selanjutnya disebut 
RKP, adalah dokurnen perencanaan nasional untuk 
periode l (satu) tahun. 

19. Rencana Keja Kernanterim/ Lembaga, yang selanjutnya 
disebut Renja-KL, adalah dokuxnen perencanaan 
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Rencana Ksrja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, 
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen 
peremmum dan panganggaran yang berisi program dan 
kegia tan suatu kemen terian/ lembaga yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana 
Stratcgis Kementerian/lembaga yang bersangltutan 
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 
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2 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 
disebut DIPA arau dolcumen lain yang dipersamakan 
denpan DIPA, adalah suatu dokurnen pelaksanaan 
anggaran yang dibuat oleh menterilpirnpinan lembaga 
sertn disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi 
sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan 
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi 
pernerintah. 

22. Program adalah illstrumen kebijakan yang bcrisi satu 
atau le bih kegiatan yang dilaksanakan instansi 
pemerintah/lembagii untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 

23. Kegicrtan adalah bagian dari program yang dilaksaakan 
oleh satu atau bcberapa satuan kerja sebagai bagian 
dari pencapaim sasarari tcrukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya 
manusia), barmg modal tennasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau icombinasi dari beberapa atau 
kesemua jcnis sumber daya tersebut sebagai masukan 
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barangljasa. 

PRINSIP PENYGLENGGAMN 

dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 
(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui 

pelimpahan sebGgian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan kementcrian/lembaga. 

(3) Penyelenggaraan Ngas pembantuan dilakukan melalui 
p e ~ ~ u g a s m  sebagian uruean pemerintahan yang 
rnenjadi kewenangan pembcri tugas pembantuan dari 
Pcmerinttlh kepada daerah danlatau desa, dari 
pemerintah provinsi kepada kabupatenl kota, 
dan/atau desa, scrta dari pemerintah kabupatmlkota 
kepada desa, 

(4) Kerneaterian/lernbaga menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kri teria pelaksanaan kegiatan 
dekonsentrasi d m  tug8.s pembantuan. 



(1) Pelakvanaan pelirnpahan sebagian umsan 
pcmeritltahan dari Pemerintah kepada instansi 
vertikal di daerah didanai melalui anggaran 

, ke.mcnterian/ lembaga. 
(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian umsan 

pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan 
penugasan dari Pcmerintah kcpada pemerintah daerah 
dan/atau pemerintah desa didanai melalui anggaran 
kementerianllembaga. 

(3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan 
se begian urusan pemerintahan dan pelaksanaan 
penugasan dilakukan secara tertib, taat pada 
pcraturan porundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efcktif, transparan,. dan bertanggung jawab dengan 
rncmperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkan 
penetapan dari gubernur. 

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan 
kepada pemerint* daerah dilaksanakan oleh SKPD 
provinsi atau kabupatenl kota berdasarkan penetapan 
d.ari gubernur atau bupati/ waliko ta. 

(3) Sebngian uuntsw pemerintahan yang ditugaskan 
kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala 
desa, 

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 
gubernur sebagai walril pemerintah tidak boleh 
dilimpahkan kegeda bupatil walikota. 

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
pemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepada 
pemerintah kabupatenl kota. 

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
pemerintah kabupatcn/kota tidak boleh ditugaskan 
kepada pemerintah desa. 
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( 1) Pernerin tah dapat mcmberikan penugasan kepada 
pernerintah desa untuk melaksanakan scbagian 
urusan pemerintahan tertentu. 

(2) Dalarn ha1 kementerianjlembaga akan memberikan 
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
panugasan tersebut harus mendapat iersetuj6an d& 
Fresiden. 

(3) Presiden membcrikan persetujuan penugasan setelah 
mendapat pertiinbangon dari Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencantian pernbangunan nasional, 

Pasal '7 

(1) Menteri/pimpinan lernbaga menetapkan Peraturan 
Mcnteri/ Pinlpinan Lcmbaga untuk memberikan 
penugasan kepada pemerintah desa setelah mendapat 
persetujuan Presiden. 

(2) Peraturw MenteriIPimpinan Lembaga disampaikan 
kepada kepala desa rnelalui bupatil waliko ta sebagai 
dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan 
ternbusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, menteri yang membidangi perencanaan 
pembangunan nasional, dan gubernur. 

BAB I11 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
rnencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaw dana, 
pertanggungjawaban dan pclaporan, pembinaan dan 
pengavrasan, pemeriksaan, serta sanksi. 

( 1) Penyelenggaraan dekonsentrasi 
dimaksud dalarn Pasal 8 meliputi: 
a. pelimpahan urusan pemerintahan; 
b, t.ata cara pelimpahan; 

se bagaimana 

c. tata . . . 
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c. tata cara penyelenggaraan; dan 
d. tata cara penarikan pelimpahan. 

(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: 
a. prinsip pendanaan; 
b. perencanaan dan penganggaran; 
c. penyduran dan pelaksanaan; dan 
d. pengelolaan borang milik negara hasil pelaksanaan 

dekonsentrasi. 
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan dekonsentrasi 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal8 meliputi: 
a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan 
b. pengelolaan dana dekonsentrasi. 

Pasal 10 

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal8 meliputi: 
a, penugasan urusan pernerintahan; 
b. tata cara penugasan; 
c. tata cara penyelenggaraan; dan 
d. penghentian tugas pembantuan. 

(2) Pengelolaan dana tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud dalam Paval 8 meliputi: 
a, prinsip pendanaan; 
b. percncanaan dan penganggaran; 
c. penyaluran dan ppelaksanaan; dan 
d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan 

tugas pembantuan. 
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan tugas 

pernbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
meliputi: 
a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan 
b. pengelolaan dana tugas pembantuan. 

BAB IV , , . 
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BAB IV 
PENYELENGGARA.4N DEKONSENTRASI 

Bagian Kesatu 
Pelimpahan Urusan Pemerintahan 

Pasal 11 

(1) Pclimpahan sebnginn urusan pemerintahan dapat 
dilakukan kcpada. gubernur. 

(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian 
urusan pernerintahar. dapat pula dilimpahkan kepada: 
a. instansi vertikal; 
b. pejabat Pemerintah di daerah. 

(3) Jangkauan pelayafizn atas penyelenggaraan sebagian 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), dapat melampaui satu 
wilayah administraei pemerintahan provinsi. 

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dirnaksud pad& ayat (3) dikoordinasikan kepada 
gu bernur masing-masing wilayah. 

Pasal 12 

Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di provinsi dan kabupaten/ kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib: 
a ,  berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota 

dan instansi terlcait dalam perencanaan, pendanaan, 
pelaksanaan, cvaluavi dan pelaporan, sesuai dengan 
norma, starrdar, pedoman, arahan, dan kebijakan 
pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan 
tata ruang dan program pcmbangunan daerah serta 
kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan 

b. memberikan saran kepada menterilpimpinan lembaga 
d m  gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan 
penyelenggaraan umsan pemerintahan yang 
dilirnpahkan, 

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang 
Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan. 
kenmanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta 

agama . , , 
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agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan 
oleh instansi vertikal di daerah. 

(2) Urusan pemerintahan yang mcnjadi wewenang 
Pcmerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang didekon.sentrasikan kepada perangkat pusat 
di daerah, diselenggarakan sendiri rnelalui instansi 
vertikal terteilt'l~ di daerah. 

(3) U~usan  pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari 
Pemerinta.. kepada gubernur sebagai wakil 
pernerintah nierupakan sebagian urusan 
pemerintahan ymg menumt peraturan perundang- 
urldangan ditetapkan sebagai urustm Pemerintah. 

(4) Tata cara penyelenggaraan umsan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan axat (2) 
dil&iisiii&an scsiidi deiikhh pera t~ran  psrundang- 
undangan, 

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengall Peraturar, Pemerintah ini. 

Pasal 14 

(1) Urusan yang dapat dilirnpahkan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam 
beatuk program dan kegiatan kementerian/lembaga 
yang sudah ditetapkail dalani Renja-KL yang mengacu 
pada RKP. 

(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta 
keucrasiaa huubungan antar susunan pemerintahan. 

Bagian Kedua 
' T ' r 7 l ~  F n l n  r ~ r l ; t l ~ l ~ ~ l l r ~ t ~  

(1) Perencanaan program, dan kegiatan dekonsentrasi 
merupakan bagiarr: y k g  tidak terpisah kan dari sistem 
pelanCanaan pcmbaiigitnan nasional. 

(2) Perencawin - prog>'t '). d m  kegitit& dekonsentrasi 
harus mcmperhatikan ' aspek kewenangan, efisiensi, 
efektifitas, kcmampuan keuangan negara, dan 
sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi 
dengan rencana kegiatan pembangunan daerah. 

(3) Penyusunan . . . 
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(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan 
dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan pcraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 16 

(1) Setelah ditetapkannya PaJ3-u indikatif, 
kementerian/lem baga nemprakarsai dan 
rncnunuskan sebagian urusan pemerintahan yang 
akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah di dnerah paling lambat pertengahan 
bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya. 

(2 )  Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan 
yang akan dilinipahkan kepada gubernur dituangkan 
dalam rancangan Renja-KL dan disarnpaikan kepada 
mcnteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
casional sebagai bahan koordinasi dnlam Musyawarah 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional 
(Musrenbangnas) . 

(3) Manteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional bersama menteri/pimpinan lembaga 
melakukm penelaahan rancangan Renja-KL yang 
memuat rumusan tentang sebagian urusan 
pemerintahan yang alran dilimpahkan, dm hasilnya 
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL 
dan RKP, 

(4) Kementerianl lembaga memberitahukan kepada 
gubernur sengenai lingkup urusan pernerintahan 
yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan 
bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah 
ditetapkannya pagu samentara. 

(5) Lirlgkup urusan pernerintahan yang akan dilimpahkan 
ditetspkan dalarn berituk Peraturan Menteri/ Pimpinan 
Lcmbaga, 

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan 
kcpada gubernur dcngan tcmbusan kepada Mcnteri 
Dalarn Negeri, Menteri Keuangan, dan mentcri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional 
paling lambat minggu pe r tma  bu lw  Descmbcr untuk 
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya 
Peraturan Prcsiden tentang Rincia? Anggaran Bolanja 
Pernerintah Pusat. 

Bagian Ketiga , . . 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Penyelenggaraan 

Pasal 17 

(1) Dalam penyeienggaruan urusan pemerintahan yang 
di ljmpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakil 
Pemerintaki melakukan: 
a. sinkronisasi dcngan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah; 
b, penyiapan perangkat daerah yang akan 

melaksanakan program dan kegiatan 
dekonsentrasi; dan 

c. koarclinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan 
dan pelaporan, 

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur yang berpedornan pada 
Peraturan Menten Dalam Negeri berkaitan dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 ) , 

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan 
dengan penyeienggaraan urusan pemerintahan 
sebagaiinana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 18 

Dalam penyelenggaraan umsan pemerintahan yang 
dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(I), gubernur berpedoman pada norma, standar, 
pedonian, kriteria, clan kebijakan pemerintah, serta 
keserasian, kernanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan d m  pembangunan daerah. 

Ragian Keempat 
Tata Cara Pcnarikan Pelimpahan 

Pasal 1.9 

(1) Penarikan urusazl pemerintahan yarig dilimpahkan 
dapat dilakukaa apabila: 
a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan 

kareno Pemei-intall mengubah kebijakan; dan/atau 
b. pelaksanaan umsan pemerintahan tidak sejalan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penarikan . . , 
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(2) Pcnarikan pelinipahan dari Pemerintah dilakukan 
meldui penetaparr Peraturan Menteri/Pimpinan 
Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada 
Menteri Dalarn Negerl, Menteri Keuangan, dan menteri 
yang mernbidangi pe aan pembangunm 
ntisiond, ; : 

(3) Peraturan Mcnteri/ Pimpin bag& digunakan oleh 
Menteri Kcuangan sebagai dasar pemblokiran dalam 
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dma 
dekonsentrasi, 

BAB V 
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI 

Bagian Kesatu 
Prinsip Pend.anaan 

(1) Urusan pemerintehm yang dapat dilimpahkan kepada 
gubernur sebagaimma dimaksud dalam Pasal 13 
ayst (3) didwai dari APBN bagian anggaran 
kementerianllembaga melalui dana dekonsentrasi 
sehagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan 
setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
melalui kementerisn/lcmbaga kepada gubemur 
sebagai wakil Pemerintah di daerah. 

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan 
untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. 

Bagian Kedua 
Perencanaan dnn Penganggaran 

( I  ) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang 
akan didekonscntrasilean harus sesuai dengan Renja- 
KL dan RKP. 

(2) Roncana lokasi dan anggaran untuk program dan 
kegiatan yang &an didekonsentrasikan disusun 
dengan memperhatikan kemarnpuan keuangan 
negara, keseixnbringan pendanaan di daerah, dan 
kebutuhan pembangunan daerah. 
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(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai 
dengan kctentuan ymg berlaku bagi APBN. 

(2) 13enganggaran duna dekonsentrasi dituangkan dalam 
ptnyusiman RW-KL, 

(3) RICA-KL yang tciah disusun menjadi dasar dalarn 
pernbahasan bersama antaro kementerianllembaga 
dengan I:omisi tcrkait di DPR, 

(4) RKA-KL yeng telah disepakati oleh komisi terkait di 
DPR disarnpaikan kcpada Menteri Keuangan dan 
menterl yang mernbidsngi perencanaan pcmbangunan 
nasional untuk dilakukan penelaahan. 

(5) HasiI penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan 
Anggaran Per Satuak Kerja (SAPSK). 

(6) RKA-KIJ yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepada kementerian/lembaga. 

(7) Kementerianllembnga menyarnpaikan RKA-KL yang 
telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur. 

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Kornitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan 
Surat Perintah Mernbayar, dan Bendahara 
Peilgeiuaran serta menyampaikannya kepada 
menteri/ pimpinan lernbaga dan Menteri Keuangan. 

(9) RK.4-KL sebagaimsna dimaksud pada ayat (7) 
diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi 
pada saat pembahasan RAPBD. 

(10)Tata cara petlyusunan RKA-KL mengacu pada 
ketentuan peraturafi perundang-undangan. 

Pasd 23 

(I) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 22 ayat (6), 
menjadi dasar dalan penyusunan DIPA. 

*,, ' 
(2) Tata cara penyusunan ": DIPA serta 

penetapq/pcngesahannya mengacu ".pads ketentuan 
, peraturan peiundang-undangan. I ,. . 
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Pasai 24 

Peraturan Menter i /  Pimpinan Lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DlPA 
sebagaimana dinlakaud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan 
oleh Mentesi Keuangan sebagai bahan pemantauan dan 
evaluasi daila dekonsentrasi, serta perurnusan kebijakan 
dan pengendalian fiskai nasional, 

Bagian Ketiga 
Penyaluran dan Pclaksanaan 

( 1) Penyaluran darra dekansentrasi dilakukan oleh 
Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui 
Rekening Kas Uixurn Negara. 

(2) Tata casa penyaluran dana dekonsentrasi 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undcngan, 

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi 
rnerupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh 
Pe;abat Kuasa Psngguna Anggaran ke Rekening Kas 
Umum Negara sevud dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Dalarn ha1 pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo 
kas pada akhir tahun anggaran, salda tersebut hams 
disetor kc Rekening Kas Umum Negara. 

Bagian Keempat 
Pengclolaarl Barang Milik Negara 
tlasil Pelaksanaan Dekonsentrasi 

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari 
pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang 
milik negara, 

(2) Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) . 

dim . . ab~8~ pfauam8 ptJLomf@ k6@&u - 
dekonsentrasi, 

(9) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ke tenhlan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Uarang milik negasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal27 ayat (I), dapat dihibahkan kepada daerah. 

(2) IJalam hd barang dihibahkan kcpoda daerah, 
penatausahaan, penggunaan dan pcmanfaatan 
barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi sebagai barang milik daerah. 

(1) F'enghibahan, penatausahaan, penggunaan dan 
pcmanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2), merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan barang rnilik 
negara/daerah, 

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta 
pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

BAB VI 
PERTANGGUNOJAWABAN DAN PELAPORAN 

DEKONSENTRASI 

(1) Pertangpngjawoban dan pelaporan dekonsentrasi 
mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. 

(2) Aspek rnanajeriel tcrdiri dari perkembangan realisasi 
penyerapan daria, pencapaian target keluwan, 
kendala ywg dihadapi, dan saran tindak lanjut. 

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan rcalisasi 
anggaran, neraca, catatan atas laporan kcuangan, dan 
laporan barang. 

Bagian Kesatu 
Penyelenggaram 

( : ) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas 
pelaporan kegiatan dekonsentrasi. 

(2) Penyusunan , . , 
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(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan 
dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan: 
a, Kepa!a SKPD provinsi yang melaksanakan 

dekonsentrasi meayusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD ymig rnembidangi perencanaan dan 
kepada kementerian/lernbaga pemberi dana 
dekonsentrasi. 

b. Gubernur rnenugaskan SKPD yang membidangi 
perencmaan untuk menggabungkan laporan 
sebagaimana dirnaksud pada huruf a d m  
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berdchirnya tahurl anggaran kepada Menteri Dalarn 
Negeri, Menteri Ikuangan, dw menteri yang 
menibidangi perencanaan pembaragunan nasional, 

(3) Penyampaian laporarl sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan 
dzkonsentrasi berpcdoman pada peraturan 
perundang-undangan, 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Dana 

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab 
atas pelaksanaan dana dekonsentrasi. 

(2) Kcpala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Bsrang wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan bertanggung ja~vnb terhadap penyusunan dan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan barang, 

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam 
pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan, s eca6  t~rpisah 
da p8a&b~s&ikaatl kgu&fig&fi d i i ~  barana dalam 
pelaksanaan tugas pernbantukn dan desentrallsasi. 

(4) Penatausahaan kcuangan dan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD 
provinsi sesuai dengan pereturan pex-undang- 
undangan, 
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(1) Penyusunan darl penyampaian laporan 
pertanggungjawaban keuangm dan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
dildcultan dengan tahapan: 
a. Kepala SKYD provinsi yang melaksanakan 

dekorlsentrasi atas nama gubernur menyusun dan 
rnenyampaikan iaporan pertanggungjawaban 
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
rnenteri/pimpinan lembaga pemberi dana 
dekonsentrasi, dengan ternbusan kepada SKPD 
yang rnembidangi pengelolaan keuangan daerah; 

b. Gubernur menggabungkan laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana dekonsentrasi dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahuri anggaran kepada Menteri 
Keuangan; 

c. Menteriipimpinan lembaga yang mengalokasikan 
- - 

dana dekonsentrasi menyampaikqi l@i~[&? 
i 

pertanggun~awabkn keuhpan dan ~ W M P  
berakhirnya tah~in  anggaran kepada Presiden 
melalui Menteri Keu angan. 

(2; B e ~ t u k  dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan. barang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara 
tahclnan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh 
gubernur dilampirkan d d m  Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
DPRD. 

(2) Penynmpaian lampiran sebagaimana dimaksud p d a  
ayat (1) dapat dilakukan sccara bersarna-sama atau 
teryisah dengan Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD. 
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BAB VII 
PEWEI,ENGGARAAr\' TUGAS PEMBANTUAN 

Bagian Kesatu 
Penugasan Urusan Pemerintahan 

Pasal. 35 

(1) Pemerintah dapat rnemberikan tugas pembantuan 
kepada pemerintah provinsi atau kabupatenl kota 
dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan. 

(2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas 
pernbantuan kcpada pemerintah kabupatenl kota 
danlatau pemerintah desa untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan provinsi, 

(3) Pemerintah kabupaten/ kota dapat memberikan tugas 
pembantuan kepcda pemerintah desa untuk 
mclaksanakan sebagian urusan pemerintahan 
lcabupaten / kota, 

Pasal. 36 

(1) Umsan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
Pemerintah kepada pernerintah provinsi a h u  
kabupatenl kota danlatau pemerintah desa 
rnerupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 
6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut 
perWran perundang-undangan ditetapkan sebagai 
urusan Pernerintah, 

(2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupatenl kota clanlatau pemerintah desa 
rnerupakan sebagian urusan pernerintahan yang 
merlurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai urusan pemerintah provinsi. 

(3) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
pemerintah kabupaten/ koca kepada pemerintah desa 
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai unisan pemerintah kabupaten / kota. 
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(1) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah 
dijabarkan dalam bentuk program" dan kegiatan 
kernenterian/lembaga yang sudah ditttapkan dalam 
Renja-KL yang mengacu pada RKP. 

(2) Unlsan yang dapat ditugaskan dad pemerintah 
provinsi kepada pernerintah kabupatenl kota dan 
pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program 
dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah 
ditetapkan dalam Rcncana Kerja Satuan Ke j a  
Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) provinsi. 

(3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah 
kabnpatenlkota kepada pemerintah desa dijabarknn 
dalarn bentuk program dan kegiatan pernerintah 
kabupatco/kota yang sudah ditetapkari dalam Renja 
SKPD kal~upaten/kota yang mengacu pada RKPD 
kabupatenlkota, 

(4) Unlsan ywg dapat ditugaskan wajib rnernperhatikan 
kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, 
serta keserasian pembangunan nasional dm wilayah. 

Bagiaz Ketiga 
Tata Cera Penugasan 

Paragraf 1 
Perencanaan Fenugasan 

( 1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan 
merupakan bagian yarrg tidak terpisahkan dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan 
hams  memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, 
efektifitas, kernampurn keuangan negara, dan 
sinkronisasi antara rencana kegiatan lugas 
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan 
daerah. 

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas 
pembantuan dilakvkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

Paragraf 2 . , . 



Paragraf 2 
Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 

dan/atau Besa 

(1) Setelah di tetapkannya P a w  indikatif, 
kementerianllembnga memprakarsai d m  mcrumuskan 
sebngian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau 
kepaln desa paling lambat pertengahan bulan Marrtt 
untuk tahun anggaran berikutnya, 

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang 
akan ditugaskan kepada gubernur atau 
bupoti/wdikoh, danj  atau kepala desa dituangkan 
dalam rancangan Renjs-KL dan disampaikan kepada 
menteri yang menlbidangi perencanaan pembangunan 
nasional sebagai ballan koordinasi dalam Musyawarah 
Perencanam Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) . 

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional bersarna rnenteri/pimpinan lembaga 
rnelakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang 
memuat rumusan tentang sebagian urusan 
pemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnya 
a.kan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL 
dan RKP, 

(4) Xementerianjlembngs memberitahukan kepada 
gubernur atau bupati/wnlikota danlatau kepala desa 
mengend lingkup urusan pemerintahan yang akan 
ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni 
untuk tahun anggaran berikutnya setelah 
ditetapkannya pagu seinentara. 

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan MenteriIPimpinan 
Lembaga, 

(6) Teraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga disampaikan 
kepada gubcmur atau bupatil walikota dan/atau 
kepala desa dengan ternbusan kepada Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional 
paling lambat mingbgu pertanin bulan Desember untuk 
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya 
Perauiran Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja 
Pemerintah h s a t .  
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Paragraf 3 
Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota dG/atau Desa 

(1) Pemerintah provinsi memberitahukan kepada 
bupati/ walikota dan/ atau kepala desa mengenai 
lingkup urusar_ pemerintahan provinsi yang akan 
ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera 
setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) . 

(2) Pemberitahuan dlldcukan untuk tujuan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta 
sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas 
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan 
daerah kabupaten/ ko ta d m /  atau desa. 

(S) Pemberitd~uan dapat dijadiken sebagai bahan 
pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/ kota 
dan/atau desa dalam meilyusun perencanaan dan 
anggaran daerah. 

(4) Apabila pcmberitahuar. sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai layak, pamerintah kabupaten/kota 
dan/atau pemerin tah desa membuat pernyatnan 
menerima untuk melaksanakan penugasan dari 
pernerintah provinsi. 

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada bupati/walikota d m /  atau kepala desa 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. 

Pembantuan Provinsi, 
(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan 

dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan 
provinsi. 

Parasraf 4 
Penugasan dari Pemerintat Kabupaten/ kota 

kepada Desa 

(1) Pemerintah kabupatea/kota memberitahukan kepada 
kepala desa mengenai lingkup urusan pemcrintahan 
yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikuhya 

segera . , . 
- 
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segcra setelah ditetapkannya Prioritas dan PLafon 
Anggaran Sementara (PPAS) . 

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerint~han kabupaten 
atail kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan 
tugas pembantuarr dengan rencana kegiatan 
pembangunan dcsa. 

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan scbagai bahan 
percimbangan pemerintah desa dalaxn menyusun 
perencanaan dan nnggaran desa. 

(4) Apabila pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai layak, pemerintah desa membuat 
pernyataan menerima untuk melaksanakan pen.Jgasan 
dari pemerintah kabupaten atau kota, 

(5) Lingkup urusan pernerintahan yang akan ditugaskan 
kepada kepala deia dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Bupati/ LValikota, 

rnandepert rvranuksrn dsrri 'Tin Koordinasi 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota. 

(7) Peraturan Bupati/Wafikota menjadi dasar dalani 
pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas 
pem bantuan kabupater,/ kota. 

Bagian Keernpat 
Tata Cara Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan 

Paragraf 1 
'lhga.8 Pembantuan dari Pemerintah Kepada 

?emerint& Daerah 

(1) Dalam pcnyclenggaraan urusan pernerintahan yang 
ditugaskan dari Pemerintah, kepala d a e r ~ h  melakukan: 
;I u l l l ~ r l : ' t ~ l ~ b l u f  I i f k l l )  L I L I I ~ ~ L I I  11~111 III I l ~ ~ l l l  

pemarlntahan daerah; 
b. penyiapan peraugkat daerah yang akan 

'mclaksanskan program dan kegiatan tugas 
pembantuan; dan 

c. koordinasi, pengenddian, pembinaan, pengawasan, 
dan pelaporan. , 

(2) Kepala . . . 
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(2) Kepala daerah nlembentuk tim koordinasi yang 
ditetapkan dengm Peraturan Kepala Daerah yang 
berpedornm pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
berkdtan dengan penye'lenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I).  

Dalam penyelcnggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(11, kepala daer-ah berpedoman pada norma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta 
kesera-sian, kernanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pernerintahan d m  pembangunan daerah, 

Paragrai 2 
Tugas Petribantuan dari Pemerintah Provinsi 

Kepada Pernerintah J<a.bupaten/ kota 

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan dari penierintah provinsi, bupati/walikota 
melakukan: 
a. sinkronisasi unlsan pemerintahan yang ditugaskan 

dcngan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah; 

Is, penyiapan peracgkat daerah yang &an 
melaksanakan program dan kegiatan tugas 
pembantuan; dan 

c. koordinasi, pe~rgendalian, pembinaan, pengawasan, 
d m  pelaporan. 

(2) Rupatilwalikota membentuk tim koordinasi yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemcrintahan sebasairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Supati/walikota memberitahukan kepada DPRD 
berkaitan dtngzn penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
( i) , bupati/walikota berpedoman pada narma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta 
keserasian, kemanfaa tan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Parcigraf 3 
Tugas Pembantilan dnri Pemerintah danlatau 

Peinerintah Provinsi dan j atau Pemerintah 
f<abupaten/ kota Kepnda Pemerintah Desa 

Fasa! 46 

(lj Kepala desa rnelakukan persiapan dan koordinasi 
dengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, dan 
pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan 
penyelenggaraan urusan pernerintahan yang 
ditugaskan dari Pemeritltah danlatau pemerintah 
provjnsi, 

dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan 
berkaitan dengan - penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah 
kabupatenl kota. 

(3) Dalain penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), kcpala desa mernperhatikan norma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah atau 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenl kota. 

(4) Camat atau dengan sebu tan lainnya 
mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas 
pembantuan dari Provinsil Kabupatenl Kota yang 
ditugasknn kepada desa. 

Bagian Xelima 
Tatz ,Cars Pengh entian Penugasan 

Pasal 4.7 

( I j iJcllgl~e~~tiat~ uruaar~ pemerintahan yang telah 
ditugaskan dapat dilakukan apabila: 

a, urusan . . , 
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a. urusan pernerintahan tidak dapat dilanjutkan 
karena pemberi psnugasan mengubah kebijakan; 
dan/crtau 

b. peiaksanaan urusan pernerintahan tidak sejalan 
dcngan ketcntuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 

c. penerima penugasan mengusulkan untuk 
dihentikan sebagian atau seluruhnya. 

(2) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintall 
dilakukan melalui penetapan Peraturan 
Menteril Pimpiimn Lembaga, yang tcmbusannya 
disnmpaikan kepada hlenteri. Dalam Negeri, Mcnteri 
Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan 
perrlbangunan nasional . 

(3) Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga digunakan oleh 
Menteri Keuangall sebagai dasar pemblokiran dalam 
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana 
tugas pem bantuan, 

(4) Apabila dalam waktu: 30 (tiga puluh) hari sejak 
diusulkan penghentian penugasan belurn ditetapkan 
Perat-uran Menteri/Pirnpinan Lembaga, kepala daerah 
dan kepala desa dapat menghentikan sementara 
pcnyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan. 

(5) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah 
provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur 
setelah mendapat rnasukan dari Tim Koordinasi 
Penyelenggaraan Tugas Pernbantuan Provinsi, dengan 
ternbusan kepada DPRD provinsi. 

(6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah 
kabupaten, atau kuta dilakukan melalui Keputusan 
Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim 
Koordinasi Penyzlenggaraan Tugas Pembantuan 
Kabi.apaten/Kota, dengan ternbusan kepada DPRD 
kabupatenl kota. 

(7) Selarna Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau 
Keputusaiil Gubernur atau Bupati/Walikota belum 
ditetapkan, penerima penugasan dapat 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan, 

BAB VIII , . , 
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BAB VIIl  
PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN 

Bagian Kesatu 
Rrinsip Pcndzmaan 

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
Pemcrintah kepada pemerintah provinsi atau 
kabupatenlkota danjatau pemerintah desa didwai 
d u i  APBN bagian anggaran kementerianllembaga 
melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur 
da!am Peraturan Pemerintah ini. 

(2)Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari 
pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kebupatenlkota dan/atau pemerintah desa didanai 
dari APBD provinsi. 

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada pcmerintah desa 
didnnai dari APBD kabupatenl kota. 

(4) Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peratursn Mcnteri Dalam Negeri dengan 
berpedoman pada peraturan pcmndang-undangan. 

(1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 
ciiaiokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah 
melnlui kementerianjlembaga kepada gubernur atau 
bupati/ walikota d m /  atau kepala desa. 

(2)  Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan 
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. 

Bagian Kedua 
Perencanasn dan Penganggaran 

Pasal SO 

(!) Program dan kegiatan kernenterianjlembaga yang 
akan ditugaskan liarus sesuai dengan Renja-KL dan 
KKP. 

(2) Rencana . . . 
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(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan 
kegiatan yang altan ditugaskan disusun dengan 
memperhaty~an kenampuan keuangan negara, 
keseimbangan pendanaan cii daerah, dan kebutuhan 
pernbangunan daerah. 

(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. 

(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan 
dalam perlyusunar. RKA-KL. 

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalarn 
pernbahasan bersama. antara kementerianl lembaga 
dengan komisi terkait cii DPR, 

DPR di&paikan kepida Menteri Keuangan dan 
menteri yang membidangi perencanaan pernbangunan 
nasional untuk dilakukan penelaahan. 

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan 
Anggaran Per Satcan Kesja (SAPSK). 

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepxda kementerian/lembs.ga. 

(7) Kementerianllembaga menyampaikan RKA-KL 
sebagaimzna dimaksud pada ayat (6) kepsda gubernur 
atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada 
DPRD provinsi srau kabupatenlkota pada saat 
penibahasan RAPBD. 

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau 
bupati/ walikota menyampaikan usulan pcjabat 
pengelola keuangm tugas pembantuan untuk 
ditetapkan oleh kementerian/lcmbaga. 

(9) Tata cara pcnyusunan RKA-KL mcngacu pada 
ketentuan peraturnn y e m n d ~ n g - ~ ~ n d a n g ~ n ,  

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dala~n Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalam 
penyusunan DPPA, 

(2) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu 
pa.d.da ketcntuan peraturan perundang-undangan, 
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Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagairnana 
dimaksrtd dalarn Pasal 39 ayat (5)  serta RKA-KL dan DIPA 
sebagaimana dimaltsud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakan 
oleh Menteri Keuangm sebagai bahan pemantauan dan 
evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan 
kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. 

Bagian Ketiga 
Penyaluran dan Pelaksanaan 

(1) Penyaluran dana tugav pembantuan dilakukan oleh 
Ku.asa Bendahara Umum Ncgara melalui Rekening 
Kas Umum Negara. ' 

(2) Tate. cara penyalurm dana tugas peabanturn 
dilaksanakan sesuaj dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Pasal 55 

(1) Penerimaan sebagaj akibat pelaksanaan tugas 
pembantuan merupakan pentrimaan negara dan wajib 
disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke 
rekening Kas LJmunl Negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

(2) Dalam ha1 pelaksanaan tugas pe~nbantuan terdapat 
saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut 
hams disetor ke rckening Kas Umum Negara. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Baraug Milik Negara 

Hasil Pelaksanaan 'I'ugas Pembantuan 

(1) Semua bnrang yang dibeli atau diperoleh dari 
pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan 
basang milik ncgarn, 

(2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
perahran perundang-undangan. 
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(1) Rarang milik negzra sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal56 ayat (I), dapat; dihibahkan kepada daerah. 

(2) Dalam ha1 barong , dihibahkw kepada daerah, 
penatausahab, penggunaan dan pemanfaatan barang 
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau 
kabupaten/kota sebagai barang milik daerah. 

(I . )  Peaghibahan, ~pn~ tausahaan l  pea@na&n du 
.?' i *, ' 1 *, 

fieiiiarifkkb barani sebaiaimka dirnaksua dalam 
-7 

Pasal 57 ayat (2), r n e r u d a n  bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan barang milik 
negara/ daerah, 

(2) Tate cara pengelolam barang milik negara serta 
pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
PEHTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

TUGAS PEIdBANTUAN 

( 1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas 
pernbantuan mencakup aspek manajerial dan aspek 
ahntabilitas. 

(3) Aspek akuntabilitas ierdiri dari laporan realisasi 
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, 
dan laporan barang. 

Ragian Kesatu . 
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Bagian Kcsstu 
Penyelenggaraan 

Paragraf 1 
Tugas Pernbantuan dari Pemerintah kepada 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota 

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupatenlkotn 
bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas 
pembantuan. 

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 
pembantuan dilakckan dengan tahapan: 
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas 

pembantuan meriyusun d m  menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan 
kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas 
pembantuan; 

b. Kepala SKPD kabupatenl kota yang melaksanakan 
tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
hupzti/walikota melalui SKPD yang membidangi 
psrencanaan dan kepada kementerianl lembaga 
pemberi dana tugas pembantuan dnn 
inenyampaikan ternbusan kepada SKPD provinsi 
yang tugas dan kewenangannya sama; 

c. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi 
perencanaan untuk menggabungkan laporan 
scbagaimana dimaksud pada huruf a dan 
snenyampaikmnya setiap triwulan d m  setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalm 
Negeri, Menteri Keuangan, d m  menteri yang 
membidangi perencanam pembangunan nasional; 

d. Rupati/wdikota menugaskan SKPD yang 
membidangi pcrencanaan untuk menggabungkan 
laporan sebagaimana dimaksud pada humf b dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
bcrakhirrrya takrun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang membidangi 
perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, ban menteri yang membidangi 
percncannan pcnrbangunan nasional, 
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(3) Penyampnian iaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dan humf d digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(4j Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas 
pembantuan bcrpedoman pada peraturan perundang- 
undangan, 

Paragraf 2. 
Tugas Pembantuan dari Penlerintah kepada 

Pemerintah Desa 

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala 
desa, 

(2 )  Kepala desa bertanggung jawab atas pela~oran 
kegiatan tugas pem bantuan. 

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan 
dikoordirlasikan oleh SKPD kabupaten/ kota yang 
membidangi pemerint,ahan desa. 

(4) Penyusunan dan penympaian laporan kegiiatan tugas 
pembantuan dilakuken dengan tahapan: 
a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 

kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupatenl kota; 

b. Kepala SKPD kabupatenlkota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
clan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 

c. Bupati/walikote rnanyampaikan laporan kegiatan 
sctiap triwulan clan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada ltementerian/ lembaga pemberi 
dana tugas pernbantuan dan menyampaikan 
ternbusan kepada gubernur; 

d. Crubernur menugaskan SKPD yang menlbidangi 
perencanaan untuk menggabungkm laporan dari 
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan mcnyampaikannya setiap triwulan dan 
setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Kcuangan, dan mentcri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional. 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c dan humf d digunakan sebagai bahan 
percncanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(6) Bentuk . . . 
-- 
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(6) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas 
pembantuan berpedornan pada peraturan perundang- 
undangan, 

Paragraf 3 
lhgas  Pembantuan Provinsi Kepada 

Pemerintah Kabupatenl ko ta 

(1) Kegiatan tugas pelnbantuan provinsi dilaksanakan 
oleh SKPD kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh 
bupati! waliko ta. 

(2) Kepala SKPD kabupatenl kota bertanggung jawab atas 
pelaporan kegintnn tugas pembantuan provinsi. 

(3) Penyusunan d m  penyampaian laporan kegiatan tugas 
pe:mbantuan provinsi dilakukan dengan tahapan: 
a. Kepala SKPD kabupatenl kota menyusun dan 

menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 

b. Bupati/v~alikota menugaskan SKPD yang 
~ + I P I I ) ! T ~ ~ ! ~ * I  t / ! I  p t i r . i t l f J  e' ; T I !  I I I I ! I ! \ ~  I ~ ~ P I I ~ Y ~ ~ I ~ ~ I ~ I ~ T I ~ ~ I I I  
I r l l ~ ~ i  iili i i ~  L ~ & I I I I I I ( I I C I  C I I I A I U I L I I L I C I  ~JU& I ~ U I  L ~ I  ti JUII  
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
bera.khirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang membidangi 
perencanaan. 

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembicaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(5) Metcntuarl lebih lanjut mengenai penyusunan dan 
periyarnpaian laporan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri. 

Paragraf 4 
Tugas Pernbantuan Provinsi Kepada 

Pemerintah desa 

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada 
pemerinta.h desa dilaksanakan oleh kepala desa. 

(2) Kepala . . . 
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(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan 
kegiatan tugas pembantuan provinsi, 

(3) Pe1apora.n kegialian tugas pembantuan provinsi 
dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/ kota yang 
membidangi pemerizitahan desa. 

(4) Penyusunan d m  penyampaian laporan legiatan tugas 
pembantuan dilakukan dengan tahapan: 

a. Kepala desa menyusun dan menyarnpaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap ber&hirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
kota; 

b. Kepala SKPD kabupatenl kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 

c. Bupati/ walikota menyampaikan laporan kegiatan 
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada gubernur, 

(5) Pcnyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(6) Kctcntuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan 
penyampaian laporan kegiatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri, 

Paragraf 5 
Tugas Pembar~tuan Kabupaten/ kota Kepada 

Pemerintah desa 

Pasd 64 

(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/ kota kepada 
pernerintah desa diIRksanakan oleh kepala desa, 

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan 
kegiatan tugas pembmtuan kabupaten atau kota. 

(3) Pelaporan . . . 
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(3) Pelaporan kegiatan tugas pernbantuan 
kabupaten/ kota dikoordinasikan olch SKPD 
kabupaten/kota ys.ng mcmbidangi pemerintahan 
desa. 

(4) Periyusurian dm penyampaian laporan kegiatan tugas 
pembantuan dilakukan dengal tahapan: 
a, Kepala desa menyvsun dan rnenyampaikan laporan 

Itegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahuxl anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
ko ta; 

b. Kepala SKPD kabupaten/ kota menghimpun dan 
mecyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakiiirnya tahun anggaran kepada 
bupatilwalikota rnelalui SKPD yang membidangi 
perencanaan. 

(5) Penyampaian laporafi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b digunakan scbagai bahan 
perencmaan, perribinnan, pengendalian, dan evduasi. 

(6) Ketcntuan lebih lanjut rnengenai penyusunan dan 
penyarnpaian laporan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. 

Bagian Kedua 
Pengelolann Dana 

(1) Kepxla SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku 
Kuasa Pengguna Anggeran/Barang tugas pembanman 
bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas 
pembantuan, 

(2) Kepula SKPD selaku Xuasa Pengguna 
Anggwan/Barang wqjib menyelenggarakan akuntansi 
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan 
penyiunpaian lapcran pertanggungiawaban keuangan 
dan barang, 

(3) Penatausahaan keuangan dan barana dalam 
pciak~anaan keg161 t a  tugas pem ba turn 2iiaku kan 
secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan 
bara.ng dalam peIaksanaan dekonsentrasi dan 
desentralisasi. 

(4) Penatausahaan . . , 



(4) Penatausahaan kttunngan dan barang sebagaimana 
dilnaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD 
provinsi atau kabupatenl kota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, 

(1) Penyusunan clan penyarnpdan laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) 
dilakukan dtngan tahapan: 
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas 

pembantuan atas nama gubcrnur menyusun dan 
menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban 
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
menteri/pimpinar, lembaga pemberi dana tugas 
pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah; 

Kepala SKPD kabupaten/kota ymg melaksanakan 
tugas pembantuan atas nama bupati/walikota 
lnenyusun dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan d m  barang setiap 
tsiwulan dan setiap berakhirnya tahun mggaran 
kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana 
tugas pembnntuan dengan tembusan kepada SKPD 
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; 

c,  Gubernur nienggabungkan laporan 
pertanggungjawaban keuangan d m  barnng atas 
pelaksanaan dana tugas pembantuan dan 
menympaikannya setiap triwulan dan setiap 
bcrakhirnya tshun anggaran kepada ~ e n t e h  
Keuangan; 

d. Bupati/walikota ,,, menggabungk& laporan 
pertanggungjawaban , keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana' tugas pembantuari . . dan 
menyampaikannyti setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Keuangan, dengan ternbusan kepada gubernur; 

e. Menteri . , . 



e. Menteri/ pimpinan lembaga yang mengalokasikan 
dana tugas pambantuan menyampaikan laporan 
pertanggungjawabzn keuangan dan Esarang setiap 
berakhirnya t-ahun anggaran kepada Presiden 
mtlalui Menteri Keuangan, 

(2 )  Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan barang berpedoman pada kctentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(1) Laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang 
atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap 
berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkan 
d a l m  Laporan Pertanggungjawaban Pclaksanaan 
APBD kepada DPKD. 

(2 )  Penyainpaian la.mpiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara bersarna-sama atau 
terpisah dengan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

BR,B X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesat-u 
Dekonsentsasi 

Pasal68 

(1) Menterilpimpinan lerr~baga melakukan pembinaan 
darl pengawasan d a l m  penyelenggaraan urusan 
pernerintahan yang dililnpahkan kepada gubernur. 

(2) Gubernur selciku pencrima pelimpahan urusan 
pernerintahan dari Pemerintah melakulkan pembinaan 
dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang 
dil&etlilW slek BKPD Provlilri. 

(3) Pembinaan sebagdnana pada ayat (1) meliputi 
pernberian pedoman, standar, fasilitasi dan 
birnbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
atas periyelenggaraan dekonsentrasi. 

(4) Pexnbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
dekonsentrasi. 
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(1) Ment.eri Keuangan melakukan pembinaan dan 
pengawa san terhadap pengelolaan d an a 
< 1 r 7 1 , , > , , ,  -,.,, I ,  <PC.: 

(A) I Jc :~ lb i l l na~~ scbe.gtci~~~dlln c l i ~ ~ ~ a l r s u d  pada ayal (1) 
meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi 
dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
atas pengelolaan dana dekonsentrasi. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalqm . rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan ahntabilitas pengelolaan dana 
deltonsentrasi. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksmakan dalam rangka pencapaian efisicnsi 
pengelola an dana dekonsentrasi. 

Bagian Kedua 
Tugas Pcmbantuan 

(1) Menteri/ pimpina n lembaga melakukan pexnbinaan 
dan pengawasa-n d a l m  perlyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau 
bupati/ walikota, 

(2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima 
pernugasan urusan pemerintahan dari Pernerintah 
melakukan pembinaan d m  pengawasan kegiatarm 
tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. 

(3) Pembinaan sebo.gaimana pada ayat (1) meliputi 
pernberian pedoman, standar, ' fasilitasi, dan 
bimbingan teknis, scrta pemantauan dan evaluasi 
atas penyelenggaraan tugas pembantuan. 

(4) Pembinaan sebagdmana dimaksud pada ayat (3) 
dildcukan dalarn rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan hn tab i l i t n s  penyelenggaraan 
tugas pembantuan. 

(1) Menteri Keumgaz melakukan pembinaan dan 
pengawavan terhad8p pengelolaan dana tugas 
pemban turn. 

(2) Pembinaan . . . 
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(2) Pernbinaan sebagajrnana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pemberian psdoman, fasllitasi dan bimbingan 
teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas 
pengelolaan dana tugas pembantuan. 

(3) Pembinaan sebagainiana dimaksud pada ayat (2) 
ciildakan d a l m  rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana 
tugas pembantuan. 

(4) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dala~n rangka pencapaian efisiensi 
pengelolaan dnna tugas pembantuan, 

Bagian Ke tiga 
Koordinasi Pembinnan dtln ~en&asan 

( I )  Dalam rangka meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan d m  pengelolaan dana dekonsentrasi 
dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan 
lembaga ' melakukan koordinasi bersama dengan 
Menteri Keuangan dan, Menteri Dalam Ncgeri terhadap 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, 

(2) Hasil pembinaan d w  pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan 
pexumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 

Pembi~iaan dan pengawasan dalam ~enyelenggaraan 
kegiatan dan pengelolaars dana dekonsentrasi dan dana 
tugas pembantuan ditaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undegan. 

BAR XI 
PEMERIKSAAN 

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
meliputi pemeriksaw- keuangan, pemeriksaan kinerja, 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, 

(2) Pemeriksaan . . . 
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(2) Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas 
laporan keuangan. 

(3) Pemeriksaan ltinzrja berupa perneriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 
penleriksaan ataa aspck ekonomi dan efisiensi serta 
aspek efektivitas. 

(4) Penieriksaan dengen tujuan t e r t e~ tu  meliputi 
pemeriksaan atas hal-ha1 lain di bidang keuangan, 
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem 
pengendalian intern Pernerintah. 

(5) Pemeriksaan dekonssntrasi dan tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ' 

unit pemeriksa. internal kementerianllembaga 
dan/atau unit pexnerilcsa eksternal Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (31, dan ayat (4) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

BAD XI! 
SANKSI 

(lj SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam 
menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa: 

tugas pcmbantuar~ untuk triwulan berilutnya; atau 
b. penghcntian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantcan untulc tahun anggaran berikutnya. 
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban 
menyarnpaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 
penibantuan sebagairnana dimaksud dalam Peraturan 
Yenmintah ini. 

(3) Ketentuan mengen,ai tata cara pernberian sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan kctentuan peraturan pemndang-undangan. 

BAB XI11 . . . 
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BAE XI11 
KETENTUAN PEMLIHAN 

Pasal76 

(1) Scbagian dari anggaran kementerian/lembaga yang 
digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan 
yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan 
menjadi Dana Alokas! Khusus. 

(2) Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), menterilpimpinan lembaga, Menteri 
Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu 
melakukan identifikasi dan pemilahan atas program 
dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran 
kementerianl lembaga, 

(3) Identifikasi ban pemilahan atas program dan kegiatan 
dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL. 

(1) Ser8dasarkan hasil iderltifikasi dan pemilahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 
kernenterian/lembaga mengajukan usulan besaran 
bagian anggaran kementerian/ lembaga yang &an 
dialihkan rne~ijadi Dana Alokasi Khusus kepada 
Mel? teri Keuangan, 

(2) Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran 
bagian anggaran kementerianllembaga yang akan 
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. 

(3) Pengalihan besa.rzn bagian anggaran 
kementerimllembaga sebagaimana dimaksud pada 
aya t (2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan 
Pernerintah ini diundangkan, 

(4) Program dan kzgiatan kementerian/lembaga yang 
menurut peraturan perundang-undangan telah 
ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan 
diiaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi/tugas 
pembantuan, pcndansannya wajib mengikuti 
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 
Penierintah ini. 

BAB XIV , . . 
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BAB XIV 
KM'ENT1JAN PENUTUP 

Pada saat diberlalcukannya Peraturan kmerintah ini, 
maka: 
1. Peraturan Pemerintah Nolnor 106 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dckorrsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 203, dan ~ a m b n h a n  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4023); 

2. Peraturan Pemerintah Gu'omor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia . Tahun 2001 Nomor 62, dan 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4095); dan 

' 1  

3. ~era tu ran  ~emerintah  orn nor 52 Tahun 2001 tentang 
Pen yelenggaraan Tugs s Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 77, dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3 106); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Ketentuan lebih lanjut rnengenai pedoman pengelolaan 
dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Semu a ke tentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaltw dengan penyelenggaraan dekonsentrasi, 
penyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaan 
c l ~ l c o r r ~ ~ n  t r ~ s i  dsn t l i g ~ s  yemhnntuan wajib mendasarkan 

l , . ! l l  . ! ( * I 1 4  - l . ( I l \  t l : \ * l :  1 - , f ~ * ~ ! l l l l ~ : l t l f ,  :: 4>llt , :: l :  t ~ > l ; : l + l ; < ; ; :  

lJernerin tall ini, 

Peraturan ~emerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar, . . 
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Agar setiap orang msngetahuinya, mcrnerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. J 

Ditetapkan di Jakarta 
pad, tanggal 4 Februari 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd, 

DR. H. $USILO BAMBANQ YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Februari 2008 

MENTEHI HUKUM DAN HAK ASAS1 MANUSIA 
REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

AND1 MATTALATTA 

LEMBARAIJ NEGARA. HEPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 20 

Salinar-1 s e n d  dengan aslinya 
SEKRE'I'ARIAT NEGARA RI 
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PENJELASAN 
ATA8 

PERATURAN PGMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAMUN 2008 

TENTANQ 
DEKOMSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 

@ I. UMUM 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 
pe.merin.tahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena 
tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukarr dengan 
rnenggunalcan asas dasentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara 
kesatuan memang tidak dirnungkinkan semua wewenang pemerintah 
didesentrarisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. 

Pelakssnaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi ddam 
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 
ltemenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil 
pemerintah di wi1aya.h provinsi. Gubcrnur sebagai kepda daerah provinsi 
Serfungsi pxla selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk 
menjelnbatani da.11 mempcrpendek rcntang kendali pelaksanaan tugas dan 
fungsi Pernerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 

@ penyelenggaraan urusan pernerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar 
pcrtimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu: 
a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi 

keseiljangan antar daerah; 
c. t emjudnya  keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan 

antarpemerintahan di daerah; 
d.  teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial 

budaya daerah; 
e, tercapainya efisiensi dan cfektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta 

pengelolaan pembangunan dan pcleyanan terhadap kepentingan urnum 
masyarakat; d m  

f. tzrciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalarn 
sistem aclministrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem 
dan prosedur penugwan Pemerintah kepada daerah danlatau dcsa, dari 
pemerintah provinsi kepada kabupeten/ kota dan/ atau desa, serta dari 

pemerintah . . . 
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pemerintah kabrxpaten/kota kepada dcsa untuk menyelcnggarakan urusan 
pcmcrintnhan dan pembangunan yang disertai dcngan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan rnempertanggungjnwabkannya kepada yang memberi 
penugasan. Tugas pernbantuan diselenggarakan karena tidak semua 
;vcwenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan 
asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan 
dimaksudkan. untuk meningkatkan efisiensi d m  efektivitas penyelenggaraan 
pernerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan 
pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tagas dan 
penyelesaian permudahan,  serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, 

-- dan pengembangan pcrnbangunan bagi daerah d m  desa. 
Tugas pernbantuan y w g  diberikrn oleh Pemerintah kepada daerah 

clan/ atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila 
dilaksanakan ole11 daerah dan/atau desa &an lebih efisien dan efektif. Tugas 
pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom 
kepada kabupatenlkota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas 
provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas 
kubupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang 
tertentu lainnya, terniasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau 
belurn dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang 
diberiltan oleh pemerintah kabupatenl kota kepada desa n~encakup sebagian 
tl- gas- tugas kabupatenl kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang 
kabupateil/ kota. 

Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas 
rlemberikan konsekuensi reihadap pengaturan pendanaan. Semua urusan 
pemerintahan yang sudah discratlkan menjadi kewenangan pemerintah 
dacrah hams didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang 
mcnjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian 
anggaran kementerianllembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan 
Pcmerintah rnelalui APBM rnencakup pendanaan sebagian urusan 
psmerintahan yang &an dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas 
dckonsentrasi, dan sebagian urusen pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada daarah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas 
pembantuan. He1 ini s e j a l a~  dcngan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
icntang Pcrirnbangan Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
L)aerah yang menyatakan bahwa pcrimbangan keuangan' antara Pemerintah 
dan pemerirtahan daerah rnerupakan suatu sistern yang menyeluruh dalam 
rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, 
daz  tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan 
pcrnbagian urusan pemerintahan antara Pemcrintah dan pcmcrintahan 
daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek 
pendapatan daerah, tetapi juga aspck pcngelolaan dan pertanggungjawaban. 
Stjalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, 
pelimpahan wewenang pemerintahan, don penugasan dari Pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan . . . 
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penibantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan 
pernanfaatan sumber dnya nasional s5cara cfisien dan efektif. 

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran 
kementerianl lernbaga ymg dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan 
ywng dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang mcmberikan pelimpahan, Sementara 
dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerianJlembaga 
yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupattnlkota, danlatau desa 

- sesuai dengan behan dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban 
I melaporkan dan mcmpertanggungjawabkan kepada yang memberikan a - penugasan. Pcndanam tugas pambantuan dari Pemerintah kepada 

pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian 
urusan pemerintahan tertentu setelah rnendapat persetujuan dari Presiden. 

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas ~embantuan tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan 
zfzktivitas dalam penyelenggasaan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pzrnbangunan J i  daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara 
nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang 
didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai 
darj APBD, Selain itu, pengalokasian daria dekonsentrasi dan d m a  ingas 
pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian 
aiiggaran kementerianllembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang 
sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. 

Untuk mencapai adanya kesclarasm dan sinergitas tersebut di atas, a- maka dalam penyuaunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses 
konlunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan 
gubernur yang akan menerima kegiatar, petimpahan wewenang, dan dengan 
dacrah provinsi atau kabupatenlkota danlatau desa y=g akan menerima 
kegiatan tugas pembarktuan. Proses konlunikasi dan perencanaan tersebut 
diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang 
icrintegrasi da!am. kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL 
nlenjadi RU-KL yang telszh dirinci menurut unit orgmisasi berikut program 
dan kegiatannya, termasuk alokasi ser~entara untuk pendanaan kegiatan 
dekonsentrasi dan tugas pernbantuan. 

Berdasarkan pokok-pokok pernikiran sebagaimana yang diuraikan di 
atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana 
tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pcngaturan secara 
!ebih mendasar dan komprehensif dalarn Peraturan Pemerintah ini. 

11, PASAL DEMI PASAL 

Fasal 1 
Cukup jelas. 
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Pasal2 
Ayat (1) 

Selain berdasarkan asas dekonsentrasi d m  tugas pembantuan, 
Pemerintah ciapat pula rr~eriyelcnggarakan ioandiri sebagian urusan 
pcmerintahcus yang menjadi kewenangannya. 

Ayat (2) 
Cu kup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
@at (1) 

Yang dirnaksud dengan anggaran kementerian/lembaga yang 
dialokasikan kepada instansi vertikal di daerah adalah sebagian 
ariggaran yang dialokasikan untuk kantor pusat (KP) danlatau kantor 
dacrah (KD). 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
0 Cxkup jelas, 

Pasal4 
Ayat (1) 

Penetapan SKPD oleh gubcinur dilaksanakan selambat-lambatnya 
minggu pertama bulan Ju!i tahun berjalan setelah ditetapkannya 
pagd senlentara, 

Ayat (2) 
Penetapan SKPD oleh gubernur, bupati, atau walikota dilaksanakan 
selambat-lambatnya, mingy  pertarna bulan Juli tahun berjalan 
setelah ditetapkannya pagu sementara. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

P a s a l 5  
Cukup jelas, 
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Yang dimaksud unlsan pemerintahan tertentu adalah urusan 
pemerintahan yang menjadi kzwenangan Pcmerintah yang bersifat 
khusus dan efektif apabila diiaksanakan oleh pemerintah desa. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Kementerian/lcmbaga dalam rncngajukan pennintaan persetujuan 
dari Presiden, disertd dengan jcnis urusan pemerintahan tertentu 
yang akan ditugaskan kepada pemerintah desa. 

Fasal7 
Cukap jelas. 

h s a l  8 
Cukup jeias, 

I Pasal9 
Cukup jelas. 

Fasal 10 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan molampaui satu wilayah administrasi 
pemerintahan adalah pelimpahan urusan pemerintahan dalam 
penyelenggargan dckonscntrasi kepada instansi vcrtikal yang 
wilayahnya mencakup lebih dari satu provinsi. 

Pasal 12 
Cubap jelas, 

Pasal 13 . . 
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Pasal 13 
Ayat (I.) 

Yang dimaksud dengan umsan pemerintahan yang 
didekonsentrasikan kepada instansi vertikal adalah urusan 
pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fungsi instansi 
vertikal pada saat pembentukan organisasinya. 
Apabila di daerah belum terbentuk instansi vertikal yang membidangi 
politik luar ncgeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 
nrsional, dan agaxna, maka setagian urusan dimaksud dilimpahkan 
kepada g?xberrAur selaku v~akil Pemerintah. 

Ayat (2 )  
I 1 1 1 1  1 1 I i l l  3 1 .  I . * . ;  ! !PI  l l ~ ~ ~ ~ l  [ P I  [ , - i l l  i q r 1  Iq11 ; i i - l o ~ l ~ * ~  

J I 1 j 1~1 ttdti dl dtlw ti11 ~ H I I  ulal upekell Z q ~ a l l  dal I 
kementcrian/lcmbaga selain kementcrian/lcmbaga yang membidangi 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 
nasional, serta agama. 

Ayat (3) 
Peraturan perundang-undmgan dirnaksud adalah Peraturan 
Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupater,/ Kota. 

Ayat (4) 
Cu.kup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat ! 1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Eksterriditas ndalah kriteria pembagian umsan pemerintahan dengan 
memperhatikan dampak ;rang timbul sebagai akibat dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang 
ditinibulkan bcrsifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut 
n~er~jadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Apabila 
dampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota danlatau regional, 
maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan 
provinsi; dan apabila darnpaknya bersifat lintas provinsi danlatau 
nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah. 

Akuntabilitas adalah kriteria pemnbagian urusan Pemerintahan dengan 
memperhatikml pertanggungjawaban Pernerintah, pemcrintahar. 
dnerah provinsi, dan pemerintd~an daerah kabupaten/kota dalam 
penyelenggarsan unman pemcrinrahan tertentu kepada masyarakat. 

4 '?. . $ I  
a*'!3 

1 .  
.I' 

. Apabila . . . 
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Apabila dampak penyelenggsraan bagian urusan pemerintahan secara 
iangsung harlya dialaml secara lokal (satu kabupatcn/kota), maka 
pemerintahan daerah kabupatert/kota bertanggungjawab mengatur 
dan mengums urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak 
penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan sccara langsung 
dialami oleh lebih dari saeu kabupaten/kota dalarn satu provinsi, 
maka pemeriiitahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung 
jawab merigatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan 
apabila darnpak penyelenggaraan umsan pemerintahan dialami lebih 
dari satu provinsi danlatau bersifat nasional, maka Pemerintah 
berranggung jawab untuk rrlengatur dan mengurus urusan 
p emcrin tahan dirnaksud. 
Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan 
mernperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari 
penyelenggaraan suatu u,rusan pemerintahan. Apabila urusan 
pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah 
kabupaten/ kota, maka dieerahkan kepada pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. Apabila umsan pemerintahan akan lebih 
berdayeguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka 
discrahkan kcpada pemerintahan daerah provinsi. Apabila suatu 
urusan pernerintahon akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah, 
maka &an tetap menjadi kewenangan Pemerintah. 
Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteria 
pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tata 
hubungan keharmonisan anxar psnyelenggara pemerintahan. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Peraturan pe~undang-undangan dirnaksud adalah Undang-Undang 
tentang Sistern Perencanann Pembangunan Nasional dan Peraturan 
Pernerintah tcntang Rencana Kerja Pemerintah. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Culalp jelas. 

Cukup jelas, 

h.yat (3) 
Cukup jelas, 

Ayat (4) . . . 
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Ayzt (4) 
Tujuan dari gemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan 
had-hasii penetapan pagj aementara untuk menjadi pertimbangan 
glbernur dalam rangka penunjukkan SKPD yang akan melaksanakan 
program dan lcegiatan dekon sentrasi. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Peraruran McnterilPimpinan Lcmbaga digunakan oleh gubcmur *, sebagai dasar pelaksanaan anggsran dan pengelolaan kegiatan. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi didalam 
melaksan~lcan kewenangan ntributif dan kewenangan yang 
diiimpiihkan olch Pemerintah, pendanaannya dibebankan kepada 
APBN pada bagian anggaran Departemen Dalam Negeri yang 
dilakssnakan rnelalui mekanisme dekonsentrasi. Bagian anggaran 
tersebut dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- 
undsngag, efisien, akonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 
kernampuan keuangan negara. 

Huruf a 
Sinkronisasi termasuk dalam ha1 perencanaan dan 
penganggaran. 

Huruf b 
Cu kup j elas, 

Cukup jelas, 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pemberitahuan oleh gubernur kepada DPRD provinsi dimaksudkan 
untuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dslarn rangka pc~?yelenggaraan dckonsentrasi. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas, 

Pasal20 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang penierintahan adalah 
pelimpahan dari kcmtnterian/Jernbaga kcpada gubernur untuk 
mefaksanakan scbagian frewcnangan tcrtcntu scsuai peraturan 
perundang-undangan, 

kyat (3) 
Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi, perencanaan, 
fasilitesi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pcngendalian. 

Sebagian besar dari dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatan 
non-fisik, dan sebagian keci! dapat digunakan untuk kegiatan 
penunjang. berupa pengadczan barang yang dapat menghasilkan aset 
Map. 

Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penunjang dimaksud 
disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing 
kementerianflsmbaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, 
ekonomis, dari efisiensi, 

Pasal2 1 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 

AY at (2) 
Xcrnampuan keuangan negara dirnaksudkan bahwa pengalokasian 
dana dekonsentrasi disesuaikar~ dengan kemampuan APBN dalam 
mendanai unlsan pemerintah pusat melalui bagian anggaran 
kem.enterian/lembaga. 

Keseimbangan pendanaan dl daerah dimaksudkan bahwa 
pengalokasian dana dekonsentrasi mempertimbangkan besarnya 
transfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah, 
agar alokasi dana dekonsentrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan 
tida.k terkonsentrasi di suatu daerah tertentu. 

Kebutuhan pernbangunan daerall dirnaksudkan bahwa pengalokasian 
dana dekonsentrasi disesuaikan dengan prioritas pembangunan 
nasional dan prioritas pembangun,ul daerah. . 

Pasal22 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat ('2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas, 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan SAPSK adalah pagu alokasi dana luituk 
satuan ke j u  dari bagian anggaran kcmenterian/lembaga yang 
disusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran. 

Ayat (6) 
Cukup je1a.s. 

a (7) 
RKA-KL yang disampailran oleh kementerian/lembaga kepada 
gubernur d a l ~ m  bentuk doku.rnen resmi yang disertai data elektronik. 

Ayat (8) 
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, 
Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(SPM) dun Bendhara  Pengeluarnn oleh gubernur dilaksanakan 
se!ambat-lambatnya minggu pertarna bulan Desember tahun be jalan 
se telah ditrrinlanya Perqturan Menteri/ Pimpinan Lembaga mengenai 
pelimpahar. sebagian urusan pemerintahan. 

Ayat (9) 
Pemberitshuan RKA-I<L oleh gubernur kepada DPRD provinsi 
dimaksudkan untuk mensinkronisasikan kegiatan Pemerintah yang 
didanai melalui APBN dengan kegiatan yang menjadi urusan daerah 
yang akan didanai dari APBD, 

0 ~ y a t  (10) 
Ketentuan peraturan perundang-urldangan dimaksud adalah 
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggasan 
Kernenterianl Lembaga, tern~aank juga peraturan pelaksanaannya. 

?am123 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Penp~sunan DIPA Dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur sebagai 
wakil Pemerintah di daerah. 

Pasal24 
Hasil pemantauan dan cvaluasi oleli Menteri Keuangan dapaf dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalam 
penyusunan rencana pengalokasirn dana dekonsentrasi tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 25 
Cukup j e1a.s. 

Pasal 26 . . . 
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Fasal26 
Ayat (1) 

Yang dirnakoud dengan pcraturan perundang-undangan adalah 
Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Ayat (2) 
Saldo kas pade akhir tahun anggaran merupakan sisa kas yang ada di 
bandahara yang belum dan/atau tidak digunakan untuk 
mclaksnnakan kegiatan dekonsentrasi. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

r",yat (2) 
Ci~lrup jelas. 

Ayat (3) 
Penatausanaan mencakup aspek pembukuan yang terdiri dari 
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara, aspek inventarisasi, 
dan aspek pelaporan, 

Ketentuar. peraturan perundmg-undangan dimaksud adalah 
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya. 

Yang dimaksud dengan "dihibahkan" adalah pengalihan kepemilikan 
barang dari Pclnerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintah 
dael-ah kepada Pemerintah, antar pemerintah daerah, atau dari 
Pemerintah/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 
penggantian. 
Barang rnilik negara yang dapat dihibahkan adalah barang milik 
ncgara yang sudah ditatausahakan oleh kementerian/lembaga. 

Ayat (2) 
Dalam ha1 barang milik negrva tersebut dihibahkan, maka 
mekanisn~e, proses, dan waktu peiaksanaan penghibahan tersebut 
mengikuti kcten-tuan pcrundarig-undangan di bidang pengclolaan 
barsilg milik negara/ daerah. 

P ~ s z l  29 
Ayat (1) 

Proses pengnibahan barang inilik negara yang diperoleh atas 
pelaksacaan delronsentrasi dilakukan oleh menterijpimpinan lembaga 
selaku gengguna bivang setelah rnendapat persetujuen dari Menteri 
ICeuangan selaku pengelola barang milik negara. 

Ayat (2) , . . 
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Ayat. (2) 
Ke ter. turn peraturan pemndang-undangan dimaksud adalah 
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah, termasuk pcraturan ptlaksanaannya. 

Fasal 30 
Ayat (1) 

Asp& akuntabilitas mancalcup akuntabilitas keuangan dan 
akuntabilitas barang. 

e- Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal3 1 
Ayat (1)  

Cukup jelas, 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukdp jelas. 

Ayat (4) 
Peraxran porundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

a Pemerintah tentang Tata Cara Pengeridalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

Pasal32 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Penyrmpaian lapgran pertcmggungjawaban keuangan d m  barang 
dilakukan ddam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan data 
elektronik. 

Ayat (3) 
Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana dekonsentrasi 
dengan danr tugas pembantuan dan dana desentralisasi 
dimaksudkan untuk rnewujudkan tertib administrasi, transparansi 
dan akuntabilitas dala~n rangka pengclolaan keuangan 
negara/ daerah. 

Ayat (4) 
Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanam dekonsentrasi 
mengikuti ketentuan peraturan pomndang-undangan yang mengatur 
tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. 

Penatausahaan , , . 



Penatausahaan lteuangar, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
mengikuti peraturan penmdsng-undangan yang mengatur tentang 
pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal33 
Ayat (1) 

I-Iuruf a 
Cukup jelas. 

K u r u f  b 
Gubernur dapat menunjuk SKPD yang rnembidangi pengelolaan 
keuangan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dari 
se lunh  SKPD yang mencrirna dana dekonsentrasi. 

a. Laporan keuangan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal 
Porbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Kcuangan; 

b. Laporan barar.g dan lapcran kondisi barang milik negara hasil 
pelaksanaan dekonsentrasi yang ditujukan kepada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Ncgara, 

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan: 
a. perurnusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; 
b. penyelenggar~an sistern informasi keuangan daerah; 
c.  pengelolaan barang nililc negara; 
d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan 

dekonsentrasi, serta penghibahan barang milik negara hasil 
pelaksanaan dekolisentrasi. 

Huruf c 
1.npora.n pertanggungjawaban keuangan dan barang digunakan 
oleh Menteri Kcuanga~x dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pernerintah Pusat, 

1(c LC, I l u a ~ i  pcraluraia perundang-undangan dimaksud adalah 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistern Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangon Pernerintah Pusat dan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Sistern Akuntansi Barang Milik Negara. 

Pasal34 
Ayat (1) 

Laporan pertanggul~gjawaban keuangan sccara tahunon atas 
pelaksanaaa dekonsentrasi b u k ~ n  rnerupakan satu kesatuan dari 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 
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Fasal35 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Peratu1.an perundang-undangan dirsieksud adalah Peraturan Pemerintah 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Penerintahan Daeran Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
I<abupaten/ Kota. 

Cukap jelas, 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cuki~p  jelas. 

Ayat (4) 
Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan 
memperhatika.11 dampak yang timbul sebagai akibat dari 
penyelenggaraan suatu urucan pemerintahan. Apabila dampak yang 
ditimbglkan bersifat lokal. maka urusan pemarin tahan tersebu t 
menjadi kewenangan pernerintahan daerah kabupaten atau kota. 
Apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota danlatau 

r )  
regional, maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan 
pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi 
dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan 
Pemerintah. 

AkuntabMtas adelah kriteria pembagian urusan ~emerintahan dengan 
mernperhatikan pertanggunpjawaban Pemerintah, pemerintahan 
daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam 
penyelenggaraan urusan pernerintahan tertentu kepada masyarakat. 
Apabila dampak penyelenggaaan bagian urusan pcmerintahan secara 
langsung hanya dialami secara lokal  sat^ kabupaten/kotz), maka 
pemerirrtahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak 
penyelenggaraan brcljarr urusan pemerintahan secara langsung 
dialarni ole11 lebih dori satu kabupatenlkota dalarn satu provinsi, 
nlaka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung 
jawab mengatur dari mengums' urusan pemerintahan tersebut; dan 
apabila damp* penyelenggaraan urusarr pemerintahan dialarni lebih 
dcui satu provinsi daniatau bersifat nasional, maka Pernerintah 
bcrtanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dimaksud. 

Efisiensi . . . 
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Efisiensi adalah kriteria ptmbagian urusan pemerintahan dengan 
mernperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dnri 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan 
pernerintahan lebih berdayaguaa ditangani pemerintahan daerah 
kabupaten/ kota, nlaka diserahkan kepada pemerintahan daerah 

kaBapn!a/ hiita; &&bi!a rar sm pom8rinirhm R LBiB 
berdaycaguna bila ditangard pcrnorintlrhan dworah provinsi, maka 
discrahkan kepada pernerintahan daerah provinsi. Sebaliknya, apabila 
suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani 
Pemerintah, maka akan tetep inerljadi kewenangan Pemerintah. 

Keserasian psmbangunan iiasional dan wilayah adalah kriteria 
penlbaginn urusan pemerintahan yang dapat memperlancar 
peli3-ksanaan tugas darr per~bangunan di daerah dan desa dalam 
meningka.tkan kinerja pelayanan umum, 

Pe.sai 38 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas, 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang 
tentang Sistenl Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan 

e P,omerintah tentang Rencana Keria Pemerintah. 

, I ! I1  1 ' 4  

Ryat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Tujuan deri pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan 
hasil-hssil penetapan pagu sementara untuk menjadi pertimbangan 
bagi kepala daerah dalam rangka penunjukkan SKPD yang akan 
rnelaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas, 

Ayat (6) 
Pera turan Menteril Pimpinan Lembaga digunakan oleh kepala dacrah 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran clan pengelolaan kegiatan. 

Pasd 40 , . . 
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Pasal40 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cuktip jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Substansi Rancangan Peraturan Gubernur antara lain meliputi 
lingkup uruaan pemerintahan yang akan ditugaskan, program dan 
kegiatsn yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaannya. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Plyat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 4- 1 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
dukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Substansi Rancangan Peraturan Bupati/Walikotn antara lain meliputi 
lingkup urusan pemerintahan pang akan ditugaskan, program dan 
kegiatan yang a kan dilaksanakan, termasuk pendanaannya. 

Ayat (6) 
Cukup jelas, 

Fasal42 
Ayat (1) 

Sinkronisasi termasuk ddam ha1 perencanaan dan penganggaran. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pamberitahuan oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan untuk 
menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan. 

Fasal43 

e Cukup jelas. 

Pasal 4 1  
Ayat (1) 

Sinkronisasi terrnasuk dalarn ha1 perencanaan Can penganggaran. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pemberi tahuan oleh bupati/ walikota kepada DPRD dimaksudkan 
untuk rnenginformasikan mengencii program d m  kegiatan yang akan 
diloksa.nekan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan dari 
pemerintah provinsi. 

Cukup jelas. 

a Dasal 46 
Cukup jelas. 

?asal 47 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cu kup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Humf c 

Usulan pet~ghentian urusan di!akuka.n apabila terjadi kejadian 
iuar biass rang tidak memungkinkan untuk melanjutkan 
pekerjaan, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas, 

Ayat (5)  . . . 
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Ayat (5 )  
Cukup jeias. 

Ayat (6) 
Cukup jelae. 

Ayat (7) 
C u k ~ p  jeias, 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup j elas, 

Ayat (41 
Peraturan perundmg-undmgan dimaksud adalah Peraturar. 
Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pas2149 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penugasan Pemerintah adalah penugasan dari 
kementericn/lembaga kepada gubernur atau bupati/walikota untuk 
melakswakan sebagian penugasan tertentu sesuai peraturan 

I, perundang-undangm. 

Ayat (2) 
Kegiatan yang bersifat fisik an tara lain pengadaan peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jaringal, dan kegiatan fisik lain yang 
menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai aset Pkmerintah. 

Sebagian besar dari pagu dma tugas pembantuan digunakan untuk 
kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat dijpnakan untuk 
kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya. 

Sesar kecilnya balanj a un tuk kegiatan penunjang dimaksud 
disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing 
kementerian/lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, 
ekonomis, dan efisiensi. 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Cukup je1a.s. 

Kemampuan keuangan negars dimaksudkan bahwa pengalokasian 
dana tugas psmbantuan discsuaikan dengan kemampuan APBN 
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dalam mendanai urusan Pemerintah melalui bagian anggaran 
kementerian/lelnbaga. 
Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa 
peagalokasian dana tugas pombantuan mempertimbangkan besarnya 
transfer belanja pusat ke dacrah dan kemampucrn keuangan daerah, 
agar alokasi dana tugas pembantuan menjadi lobill efektif, efisien, dan 
tidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu. 

Kebutuhan pembangunan doerah dimaksudkan bahwa pengalokasian 

0 -  
dana tugas pernbarrtuan disesuaikan dcngan prioritas pembangunan 
nasiond dan prioritas pembanginan daerah. 

Pasal5 1 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Penelaahan RYA-KL mencakup kesesuaian dan kewnjaran dokumen 
pendukung yang disiapkan oleh penerima tugas pembantuan. 

Ayat (5) 
Yang dimaltsud dangan SAPSK adalah pagu alokasi dan- a. untuk 
satuan k e j a  dari bagian anggaran kementerian/lembaga yang 
disusun berdasarkan penelaalan atas rencana kc j a  anggaran. 

Ayat (6) 
Culcup j elas. 

Ayat (7) 
Pznyarnpaian RKA-KL kepada gubernur atau bupati/walikota 
dimaksudkan sebagai dasar pertimbangan dalarn menyusun dokumen 
pendukung (Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, 
spesifikasi barang, pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas 
pernbanftan, Keputusan Kepala Daerah tentang pcnetapar~ SKPD dan 
surat penysulan tentang pejabat pcngelola keuangan tugas 
pembantuan). 
Pemberitahuan RKA-KL oleb gabemur atau bupati/walikota kepada 
DPRD provinsi atau kabupate'n/kota dimaksudkan untuk 
mensinkronisasikan program d m  kegiatan Pemerintah yang didanai 
melalui APBN dengan program dan kegiatan yang menjadi urusan 
daernh yang akan didanai dari APBD. 

Ayat (8) . , . 
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Ayat (8) 
Pejabat pengelola keuangan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat Pembuat Kornitmen, Pejabat Pcnguji Tagihan/ Pcnandatangan 
Surat Perintah Membayar, dan Rendahara Fengeluaran. 

Usulan penetapan pejabat pen.gelola keuangan mempertimbangkan 
kesesuaian tugas dan fungsi serta kompetensi sumber daya manusia 
untuk me1aksanaka.n kegiatari yang akan ditugaskan, 

Perietapan pejabat pengelola keuangan paling larnbat minggu pertama 
bulan Desenlber tahun berjalan setelah diterimnnya Peraturan 
Men teri/ Pimpinen Lembagz mengenai penugasan sebagian umsan 
penlerintahan. 

A-\yat (9) 
~e ten tuan  peraturan perundmg-undangan dimaksud adalah 
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran 
Kernentierim/ Lembaga, termzsuk juga peraturan pe!aksanaannya. 

Fasal52 
Ayat (1) 

Penyusunan DIPA Tugas Pembantuan dilakukan oleh 
kernenterian/lembaga, sedangkan pengesahannya oleh Menteri 
Keuangan. 

Ayat (2j 
Cukup jelas. 

m Pa.sa1 53 
Hasil pernantauan dan cvaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan kepada kernenterianllembaga dalam 
panyusunan rencana pengalokasian dana tugas pembantuan tahun 
anggarari berikutnya, 

Pas3155 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah 
Undang-Uadang tentang Penerirriaan Negara Bukan Pajak. 

Ayat (2) 
Saldo kas pada akhir tahun anggaran merupakan sisa kas yang ada di 
bend iillara yorig belum dan/ atau tidak digunakan untuk 
me1 aksanakan kegiatan tugas pembantuan. 



Pasal56 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Pcnatuusahaan mencakup aspek pembukuan yang terdiri dari 
pendaftaran dan pencatatan barang milik ncgara, aspek inventadsas!, 
dan aspek pelaporan. 

Ketentuan peraturan pcrunclang-undangan dimaksud adalah 
?eraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 

@- Ncgara! Daerah, termasuk pcraturan pelaksanaannya. 

Pasal57 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Dalam ha1 barang milik negara tersebut dihibahkan, proses dan waktu 
penghibahm tersebut mengikiti ketentuan perundang-undangan di 
bidang pengelolaan barang nillik negaraldzerah. 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Proses penghibahan barang rnilik negara yang diperoleh ates 
pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh menterijpimpinan 
lembaga selaku pengpna barang setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Kcuangan selaku pengclola barang milik negara. 

Ayat (2) 
Ketentuan peraturan pemndang-undangan dimaksud adalah 
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya. 

Pasal59 
hyat (1) 

Aspel: akunlxdbilitas mencakup akuntabilitas keuangan dan 
akuntabilitas barang. 

kyat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup j elas, 

Pasal60 
Ayat (1) 

C u!:up jelas. 

Ayat (2) . , . 
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Ayat (2) 
Cuk-clp jelas. 

Ayat (3) 
Cukiup jelas. 

Ayat (4) 
Peraturan perundang-undangan dimaksud a.dalah Peraturan 
Penlerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Hencana Pembangunan. 

@ Fasal 61 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5j 
C~tkup jelas, 

lyai (6; 
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

a Pemerintah tenbng Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Fernbangunan. 

Pasal62 
Cukup jelas. 

Pasal63 
Cukup jelas. 

Fasal64 
Cukup jelas. 

Pzsal 65 
P.yat j 1) 

Cukup jelas. 

A y ~ t  (2) 
Penyampaian laporan pertangyngjawaban keuangan dan barang 
rlilakukan dnlnrn hcnttrlc d o l n l r n ~ n  rrsmi vnnR d i s ~ r t n i  r l c n ~ a n  r ln ln 

I 1 ,  I + i i : t .  

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Pemisahan penatausahaarl keuangan antara dana tugas pembantuan 
dengan dana dekonsentrasi dan dana desentralisasi dimaksudkan 
untuk rnewujudkan tertib administrasi, transparansi dan 
akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan negasaldaerah. 

Ayat (41 
Peraturan peiundang-undangan yang dimzksud adalah Peraturan 
Pemerintah tentang $tandar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan 
Pemerint~rh tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pelnerintah Pusat. 

Pasd 66 
Ayat (1 11 

Huruf a 
Cukup jclas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huiuf c 
Gubernur dapat menunjuk SKPD jrang membidangi pengelolaan 
keuangan untuk mernbantu penyiapan laporan gabungan dari 
seluruh SKPD yang menerima dana tugas pembantuan. 
Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi: 
a. laporan keuangan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dan Direktorat Jcnderal Perimbangan 
Keuangan; 

b. lapcran barang dan laporan kondisi barang milik negara hasil 
pelaksanaan tugas pembantuan yang ditujukan kepada 
Direktorat Jenderal ICeka.ya.an Negara. 

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan: 
a. perumusan kebijakan dar?, pengendalian fiskal nasional; 
b. penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; 
c. pengelolaan barang milik negara; 
d, penyusunan rekomeildasi pendanaan program dan kegiatan 

tugas pembantuan, serta penghibahan barang milik negara 
hasil pelaksanaan tugas pcmbantuan. 

H w u f  d 
Bupati/walilota. dapat menunjuk SKPD yang membidangi 
pengelolaan keuangan untuk membantu penyiapan laporan 
gahungan dari selunth SKPD yang menerima dana tugas 
pembantuan. 

Penyampaian . . . 
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Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi: 
a. Laporan keuangan yang ditujukan kcpada Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan; 

b. Laporan barang dan laporan kondisi barang rnilik negara hasil 
pelaksanaar. tugas pembantuan yang ditujukan kepada 
Direktorat Jcnderal Kckayaan Negara. 

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan: 
a. perurnusan kebij~kar~ dan pengendalian fiskal nasional; 
b. penyclenggaraan sistem informasi keuangan daerah; 
c. pingelolaan barang milik negara; 
d, penpisunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan 

tugas pembantuan, serta penghibahan barang milik negara 
hasil pelaksanaan tugas pembantuan. 

Huruf e 
Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang digunakan 
oleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat, 

Ayat (2) 
Ke ten tuan peraturan perimdang-undangnn dimaksud adalah 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pernarintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Sisteln Akuntansi Barang Milik Ncgara. 

Pasal67 
Ayat (1) 

Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas 
pelaksanaan tugas pembantuan bukan nierupakan satu kesatuan dari 
laporan pertailggungjawabar'. pelaksanaan APBD. 

Ayat (2) 
Cukvp jelas. 

Pasa.168 
Ayar (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cu kup jelas. 

Ayat (31 
Pedoman daE standar untuk penyelcnggaraw dekonsentrasi yang 
diberikw kernenterian/lembaga kepada daerah perlu disesuaikan 
deilgan kondisi dan ketersediaan surnber daya manusia di daerah. 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Pembinaan dimaksud diaelcnggarakan dengan tqjuan untuk 
mcnsinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang 
dicapai, dampak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan, 

Pasal69 
Ayat (1) 

C:ukup jelas. 

Ayat ( 2 )  
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pelnbinaan dimaksud diselenggarakar~ dengan tujuan untuk 
mensinkronisasikan antara rcncana kegiatan dengan hasil yang 
dicapai, dampak pela.ksanaan, dan kesesuaian dengar1 peraturan 
perundang-undnngan, 

Ayat (4) 
Selain dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasan atas 
pengelolaan dana dekonsentrasi juga dimaksudkan untuk 
merumuskan kebijakan pengalokasian dana dekonsentrasi, 

Pasal70 
Ayat (1) 

1 Culu;; ,&la;, 
a *yaL (2) 

Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Pedornan dan standar untuk penyelenggaraan tugas pembantuan 
yang diberikan kementerian/lembaga kepada daerah perlu 
disesuaikan dengan kondisi d m  ketersediaan sumber daya manusia 
di daerah. 

Ayat (4) 
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk 
mensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang 
dicapai, darnpak pelaksanuan d m  kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan, 

Phsal 71 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) . . 
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Ayat (3) 
Pe1nbinaa.n dirnaksud diselenggarakan dengan tujunn untuk 
nlensinkronisasikan antara rencana kcgiatan dengan hasil yang 
dicapai, darrrpak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturan 
perundarlg-undangan. 

Ayat (4) 
Sela in dilakukan dalarn rangka pe~lcapaian efisiensi, pengawasan atas 
pcngelolaan dana tugas pernbantuan juga dimaksudkan untuk 
merumuskan kebijakan pengalokasian dana tugas pembantuan. 

Pasal72 
Cukup jelas. 

Pasal73 
Cukup jelas. 

Ps:;al 74 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Cukup jelas, 

Ayat. (3) 
C u h p  jelas, 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Pemeriksa in,ternal kementerian/lembaga dapat mendelegasikan 
kepada dan/ atau beke jasama dengan aparat pengawas daerah. 

Pemeriksa cksternal pcmerintah adalah auditama BPK yang 
membidangi kementerian/lembaga terkait. 

*yat (6) 
Peraturari perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang 
tentang Pemeriksaan Pengtlolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
I'Jegara. 

Phsal 75 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud termasuk 
diantaranya Pcraturan Mcnteri Kcuangan tentang Shtcm Akuntansi 
dail Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Pasd 76 
Ayat (1) 

Bilgian anggaran lementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi 
Dana Alokasi Khusus adalah anggaran yang secara nyata masih 

0 digunakan unt i~k melaksanakan program dan kegiatan yang 
mcrupakan urusan daera h, terutarna yang tertuang di dalam 
Rerija/ RKA-KL. 

Pcrlqalihall anggaran kementerian/ lembaga tersebut 
rnempertimbangkan keburuhan anggaran kementerianllembaga 
untrk  mendanai bidanglkegiatan yang menjadi skala nasional/ 
prioritas nasional, baik yang bervifat kebijakan maupun operasional. 

Ayat (2) 
Identifikasi dan pemilahan dilakukan berdasarkan database program 
dan kegiatan kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari 
urusen pemerintahan yang menjadi kckvenangm Pemerintah. 

Ayat (3) 
Hasil identifikasi dan penlilahan digunakan oleh Menteri Keuangan 
sebagai bahan penetapan besaran anggaran kementerian/lembaga 

a yang akan dialihkan rnenjacii Dana Alokasi Khusus. 

F a s a l  77 
Ayat  (1) 

Fengusulan hasil idcntifikasi dan pernilahan oleh 
kemen terian/ lembaga kepads Menteri Keuangan disampaikan paling 
lambat minggu pertama bulan Mei. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Tahapan pengalihan dimaksud selesai dilaksanakan paling lama 
2 (dua) tahun anggaran sejak Peraturan Pemerintah ini dikdangkw, 
dengan tujuan untuk memberikan kcsempatan kepada 
kementerian/lembaga d a l m  manyusun program dan kegiatan yang 
sesuai dengar1 pola pembagian unlsan pemerintahan. 

Ayat  (4) 
Cukup jelas. 
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Pasal79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas, 

Pasal8 1 
Cukup jelas. 
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